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ABSTRAK 
 

 

ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA METODE NET DAN 

GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPH 21 TERHADAP PPH BADAN 

(STUDI KASUS PADA PT. XYZ) 

 

Dalam laporan tugas akhir memuat suatu analisis mengenai perbandingan perhitungan 

PPh Pasal 21 dengan metode net dan gross up dan dampaknya terhadap PPh badan saat 

pelaporan SPT Tahunan Badan untuk perusahaan yang sudah menggunakan tarif umum. 

Studi ini didasari oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar gaji pegawai dan 

laporan keuangan PT. XYZ tahun 2022. 

Hasil dari studi ini yaitu, perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up lebih efektif 

untuk digunakan dibandingkan dengan metode net. Hal ini karena penurunan atas PPh 

Badan yang dihasilkan dari perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up lebih besar 

dibandingkan dengan kenaikan PPh Pasal 21 yang dihasilkan. 

 

Kata Kunci: Analisis, Perbandingan, PPh Pasal 21, Undang-Undang No 7 Tahun 2021, 

metode net, metode gross up, PPh Badan 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS BETWEEN NET AND GROSS 

UP METHODS IN CALCULATION OF WITHOLDING TAX ART 21 AGAINST 

CORPORATE TAX (STUDY CASE AT PT. XYZ) 

 

The Final Report contains contains a comparative analysis between net and gross up 

method in calculation of witholding tax art 21 and its impact on corporate income tax 

when reporting Annual Corporate Tax Returns for companies that already use general 

tax rate. This study is based on Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax 

Regulations. The data used in this research are employees salaries lists and financial 

reports of PT. XYZ in 2022. 

The final results of this study is, calculation of witholding tax art 21 with gross up method 

is more effective compared to the net method. It is because, the reduction of corporate 

income tax with gross up method in calculation on witholding tax art 21 is more than the 

increase of the witholding tax art 21. 

 

Keywords: Analysis, Comparative, Witholding Tax Article 21, Law No. 7 Of 2021, Net 

Method, Gross Up Method, Corporate Income Tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia 

terdapat banyak jenis pajak yang pada hakikatnya merupakan kewajiban dan 

hak hidup sebagai warga negara Indonesia. Jenis pajak itu seperti Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). 

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap 

subjek pajak atas penghasilannya yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Di 

Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak penghasilan berdasarkan besaran tarif 

dan pengenaan objek pajaknya. Adapun jenis-jenis pajak penghasilan antara 

lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, 

PPh Pasal 28, PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 4 Ayat 2. Salah satu jenis pajak yang 

paling sering ditemui di suatu perusahaan yaitu PPh Pasal 21. 

PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang 

memiliki dampak langsung pada karyawan dan perusahaan, karena PPh Pasal 

21 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan orang pribadi baik 

penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam perhitungannya, ada 

beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung besaran PPh Pasal 

21, diantaranya metode gross, net dan gross up. Ketiga metode ini digunakan 

untuk menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh setiap 

karyawan atau perusahaan. 

Saat ini banyak perusahaan yang sudah patuh terhadap kewajiban 

perpajakannya masing-masing. Tetapi tidak banyak perusahaan yang 

menerapkan aturan-aturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan 
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efisiensi pembayaran pajaknya. Banyak aturan-aturan perpajakan yang akan 

menguntungkan apabila perusahaan menerapkan manajemen pajak atau tax 

planning. Tax planning dilakukan untuk mengelola aspek-aspek perpajakan 

dari sisi yang dapat menguntungkan perusahaan dengan tetap melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Tax planning dapat diterapkan pada semua jenis 

pajak, salah satunya yaitu PPh Pasal 21 

Setiap perusahaan di Indonesia yang menggunakan tenaga orang lain 

pasti memiliki pengeluaran untuk gaji, selain itu, tak sedikit kemungkinan 

bahwa dalam satu perusahaan pasti ada pegawai yang perhitungan gajinya akan 

menimbulkan pajak terutang. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk 

menerapkan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan lebih efisien 

untuk finansial perusahaan karena saat ini masih banyak perusahaan yang 

belum memaksimalkan regulasi-regulasi perpajakan yang ada untuk 

meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Penerapan 3 metode 

perhitungan PPh Pasal 21 akan memberikan dampak yang berbeda pada 

penghasilan bersih atau take home pay yang akan diterima oleh karyawan dan 

besaran PPh badan yang harus dibayar oleh perusahaan pada saat pelaporan 

SPT Tahunan Badan.  

 Perbedaan besaran pajak terutang yang timbul akibat 3 metode 

perhitungan PPh 21 menjadi hal yang mendasari penulis dalam pemilihan judul 

tugas akhir ini. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai metode mana 

yang akan memberikan dampak yang lebih efisien untuk suatu perusahaan 

yang sudah menggunakan tarif umum dan melakukan rekonsiliasi fiskal.  

 Rekonsiliasi fiskal merupakan proses perbandingan atau penyesuaian 

laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan dengan aturan 

perpajakan. Tujuan dilakukannya rekonsiliasi fiskal yaitu memastikan setiap 

informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan aturan perpajakan yang 

berlaku. Dalam rekonsiliasi fiskal, terdapat perbedaan pengakuan pendapatan 

dan biaya antara standar akuntansi dengan peraturan pajak. Tidak semua 

pendapatan atau biaya yang diakui oleh standar akuntansi, bisa diakui oleh 

peraturan perpajakan. Begitupun dengan biaya pajak yang timbul dari 

perhitungan PPh 21, ketiga metode tersebut memiliki perbedaan dalam 

pengakuannya secara fiskal.  
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 Berdasarkan latar belakang diatas, tugas akhir ini bertujuan untuk 

mengetahui metode yang lebih efektif dalam perhitungan PPh 21 apabila 

digunakan oleh perusahaan yang sudah menggunakan tarif umum agar 

pembayaran pajaknya jadi lebih efisien. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbandingan metode Gross Up dan Net dalam perhitungan 

PPh 21 pada PT. XYZ? 

2. Bagaimana pengaruh metode Gross Up dan Net dalam pehitungan PPh 21 

terhadap PPh Badan pada PT. XYZ? 

1.3 Tujuan  

1. Mengetahui perbandingan PPh Pasal 21 yang timbul dari metode Gross Up 

dan Net pada PT. XYZ 

2. Mengetahui pengaruh metode Net dan Gross Up dalam perhitungan PPh 

21 terhadap PPh Badan pada PT. XYZ 

1.4 Manfaat 

1.4.1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu mengenai topik yang dibahas 

pada laporan tugas akhir. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman penulis mengenai topik yang dibahas. Selain itu, laporan tugas 

akhir ini juga menjadi sarana penulis untuk menerapkan pengetahuan yang 

sudah diperoleh selama menempuh Pendidikan di Politeknik Negeri Bali. 

1.4.2. Bagi Lembaga 

Laporan tugas akhir merupakan evaluasi akhir yang mencerminkan 

sejauh mana penguasaan materi mahasiswa. Hal ini dapat menjadi evaluasi 

untuk lembaga pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas pendidikan. Selain itu, laporan tugas akhir juga dapat membantu 

akreditasi dan evaluasi program studi karena tugas akhir mencerminkan 

sejauh mana program studi dapat memberikan pendidikan yang relevan. 
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1.4.3. Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat menggunakan laporan tugas akhir untuk 

mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh 

perusahaan kedepannya.  



 

31 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang dihasilkan dari penggunaan metode 

gross up dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk seluruh pegawai memiliki 

nilai yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang 

yang dihasilkan dari metode Net. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 

pengakuan atas penghasilan bruto pegawai dari kedua metode tersebut. 

2. Pada perhitungan PPh Badan, PPh Badan terutang yang dihasilkan dari 

metode gross up lebih kecil dibandingkan dengan metode net. Hal ini 

disebabkan oleh besarnya perbedaan pengakuan biaya dari kedua metode 

tersebut. Nilai biaya yang dapat diakui sebagai pengurang pada metode 

gross up lebih besar dibandingkan metode net, sehingga nilai laba yang 

dihasilkan menurun dan memperkecil nilai PPh Badan yang terutang. 

3. Penggunaan metode yang lebih efektif dari kedua metode tersebut untuk 

perhitungan PPh Pasal 21 yaitu metode gross up. Pada metode gross up, 

walaupun nilai PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh perusahaan lebih 

tinggi dari metode net, penurunan atas PPh Badan yang dihasilkan dari 

perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up lebih besar 

dibandingkan dengan kenaikan PPh Pasal 21 yang harus dibayar. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, saran yang dapat 

diberikan penulis untuk PT. XYZ sebagai objek dalam laporan tugas akhir ini 

yaitu, dari kedua metode yang sudah dibandingkan dalam tugas akhir ini yaitu 

metode net dan gross up, diharapkan PT. XYZ untuk tetap menggunakan 

metode gross up dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai. Karena 

metode gross up yang sudah digunakan oleh PT. XYZ dinilai lebih efektif 

dibandingkan dengan metode net.  
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 Selain itu, pada akhir tahun 2023 tepatnya di bulan Desember, terdapat 

peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 

mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Yang 

Berhubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, 

disebutkan pada Pasal 6 Ayat 2 “Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat diberikan dengan nama dan bentuk apa pun, termasuk penerimaan 

natura dan/atau kenikmatan.” Selain itu, pada Pasal 7 huruf b “imbalan atau 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh 

dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang tidak termasuk objek pajak 

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pajak penghasilan” tidak termasuk penghasilan yang 

dipotong PPh Pasal 21. Ketentuan mengenai natura yang termasuk objek pajak 

penghasilan dan tidak termasuk objek pajak penghasilan diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023. Implikasi dari perubahan 

aturan ini yaitu, apabila perusahaan menggunakan metode net, perusahaan 

harus melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2022 karena 

nilai PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja termasuk pemberian 

natura dan/atau kenikmatan. Pada PMK No. 66 Tahun 2023, Pasal 3, biaya 

tanggungan PPh Pasal 21 merupakan biaya yang bisa dibiayakan dan 

merupakan penambah penghasilan bruto pegawai. 
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LAMPIRAN 
 

 

Lampiran 1: Data Gaji Pegawai PT. XYZ Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 THIO 530.000.000      -                         -                      -                      -                      40.000.000    570.000.000        -                      -                      -                      -                      -                      570.000.000        
2 ASALIM 40.000.000        -                         -                      -                      3.852.926      -                       43.852.926           -                      -                      -                      -                      -                      43.852.926          
3 SUKARDI 205.000.000      500.000            2.440.000      29.584.500   15.776.865   15.000.000    268.301.365        -                      115.200         144.000         2.736.000      -                      271.296.565        
4 KRISNA 106.000.000      50.000              2.420.000      -                      2.828.772      8.000.000       119.298.772        1.776.768      115.200         144.000         2.736.000      -                      124.070.740        
5 JOSH 48.000.000        9.600.000        -                      -                      -                      4.000.000       61.600.000           1.776.768      83.520           104.400         1.983.600      -                      65.548.288          
6 NUGRAHA 62.500.000        350.000            2.500.000      10.835.760   428.791         5.000.000       81.614.551           1.776.768      86.400           108.000         2.052.000      -                      85.637.719          
7 SUKARYA 40.100.000        50.000              2.320.000      -                      -                      3.300.000       45.770.000           1.776.768      86.400           108.000         2.052.000      -                      49.793.168          
8 RAHMAT ADI SAPUTRA 38.700.000        700.000            -                      1.612.500      8.420             3.100.000       44.120.920           1.776.768      83.520           104.400         1.983.600      -                      48.069.208          
9 PEBRIANI 37.240.000        -                         1.680.000      2.221.000      71.840           3.020.000       44.232.840           1.776.768      86.976           108.720         2.065.680      -                      48.270.984          

10 NOVITAYANTI 36.580.000        -                         2.520.000      -                      -                      2.965.000       42.065.000           -                      85.392           106.740         2.028.060      -                      44.285.192          
11  SARIATI 33.960.000        -                         2.520.000      -                      -                      2.780.000       39.260.000           1.776.768      80.064           100.080         1.901.520      -                      43.118.432          
12 BUDAYANA 30.500.000        -                         5.500.000      -                      -                      2.500.000       38.500.000           1.776.768      72.000           90.000           1.710.000      -                      42.148.768          
13 SUARTIKA 30.000.000        -                         2.580.000      -                      -                      2.500.000       35.080.000           1.776.768      72.000           90.000           1.710.000      -                      38.728.768          
14 KRISNADI 32.400.000        -                         2.520.000      1.878.100      -                      2.700.000       39.498.100           -                      72.000           90.000           1.710.000      -                      41.370.100          
15 KARTIKAWATI 30.000.000        50.000              2.460.000      -                      -                      2.500.000       35.010.000           1.776.768      72.000           90.000           1.710.000      -                      38.658.768          
16 SETYARI 35.800.000        -                         2.540.000      -                      -                      2.900.000       41.240.000           1.776.768      83.520           104.400         1.983.600      -                      45.188.288          
17 MAHAYUNI 34.100.000        -                         2.540.000      -                      -                      2.800.000       39.440.000           1.776.768      80.640           100.800         1.915.200      -                      43.313.408          
18 MUALIF 38.750.000        -                         2.520.000      4.976.250      -                      2.400.000       48.646.250           1.800.000      86.400           108.000         2.052.000      -                      52.692.650          
19 BUADIARTA 35.300.000        -                         2.480.000      4.431.155      -                      1.934.000       44.145.155           1.630.750      83.040           103.800         1.972.200      -                      47.934.945          
20 SEPTIANTARA 7.820.000          -                         -                      735.000         -                      -                       8.555.000             296.500         12.960           16.200           307.800         -                      9.188.460            
21 PRAMADHIPTA 29.600.000        -                         520.000         2.974.870      -                      1.850.000       34.944.870           -                      -                      -                      -                      -                      34.944.870          
22 FELIX 225.000.000      -                         -                      -                      19.570.485   20.000.000    264.570.485        -                      -                      -                      -                      -                      264.570.485        

1.707.350.000   11.300.000      40.060.000   59.249.135   42.538.099   129.249.000  1.989.746.234     25.048.466   1.457.232      1.821.540      34.609.260   -                      2.052.682.732    Total

Gaji Pokok
Dibayar 

Perusahaan
Dipotong ke 

Karyawan
Transport Uang Makan Insentif PPh 21 JKK JKM

JHT
Tunjangan

Bonus/THR
Total Gaji dan 

Bonus/THR
Premi BPJS

Jamsostek

Gaji BrutoNo. Nama Pegawai Tetap
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Lampiran 2: Laporan Laba Rugi PT. XYZ Tahun 2022 
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Lampiran 3: Foto Kegiatan Selama Berkegiatan di Perusahaan Tempat Magang 
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Lampiran 3: Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir 

 

 


